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ABSTRAK 

PENERAP AN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM 
PENY ALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK 

(Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah 
Sumatera Utara) 

Oleh 
JHONNEDY ERIKSON SIJABAT 

NPM : 101803048 

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi 
suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan 
memberikan dampak buruk baik: jasmani maupun rohani dari generasi muda, 
sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa 
Indonesia Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak 
pidana narkotika haruslah dapat diatasi. Salah satu lembaga penegakan hukum 
yang terkait dengan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan anak adalah kepolisian. Pada penelitian ini latar belakang yang diajukan 
adalah penerapan diskresi oleh kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika oleh 
anak. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa 
yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 
anak, faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi 
kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh 
anak dan bagaimana prospek diskresi kepolisian dalam tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian 
dengan pendekatan jwisid normatif ditambah dengan penelitian lapangan pada 
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor-faktor yang 
menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak 
meliputi faktor Intern yaitu gangguan kepribadian, faktor Usia, pandangan atau 
keyakinan yang keliru serta religius yang rendah. Faktor Ektem seperti faktor 
Keluarga, pengaruh teman sebaya, pengaruh sekolah, dan lingkungan tempat 
tinggal. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi 
kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh 
anak adalah: Diskresi terhadap anak penyalahguna narkotika merupakan bentuk, 
Diskresi terhadap anak penyalahguna narkotika merupakan perwujudan dari 
pengakuan hak asasi anak dan Diskresi terhadap anak penyalahguna narkotika 
dapat mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika 

Kata Kunci: Diskresi, Polisi, Narkotika, Anak. 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Anak adalab amanab dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu 

mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal baik secara pisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi 

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. 

Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi 

dari berbagai bentuk keker~ masih hidup terlantar dan tidak mendapat 

kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam 

mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak 

diperlakukan dengan tidak wajar. 

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem 

peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen 

adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem 

yang terintegrasi. 1 Sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan 

peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem 

peradilan pidana lainnya. 

1 Cbairuddin Ismail, 2000, Polisi, Demokrasi VS Anarkhi, Jakarta: Citra, hal. 15. 
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2 

Undang-Undang No. 8 Tahun-1981 tentang KUHAP telah mengatur secara 

lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik 

Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 

serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Kepolisian negara Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 

menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat 

guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan 

keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak 

azasi manusia. 

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan 

masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.2 

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, temyata 

fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif 

dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga 

mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat 

2 Ibid, hal. I 7. 
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